Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyslenggaraan Pemerintahan Daerah
yang Bersifat Inovatif

Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumiah Anggaran (DPA) : 51,400,000.00
Jumiah Anggaran (DPPA) : 51,400,000.00
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAM PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI
Kode Rekening B.05.02.2.04 0003.5.1.02.02.001 0003
Buku Kas No. TR ROTIN RAEOR
Tanggal ;; rcﬁfm ........
Terima Dari . Bendahara Pengefuaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Banyaknya Uang : | == TUJUH RATUS RIBYU RUPIAH ==
Untuk : Pembayaran Honorarfum Moderator Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur
Pambayaran dan Mptode Penyslonggaraan Pemer|intahen Daerah Yang Bersifat Inovatif
Kegiatan Bimtek Penyusunsn Profil Inovasi [1 Pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024
DIKETAMUI / DISETUIUL MENGETAHUT
KEP ELITIAN DAN KARID. PENGEM INOVASI DAN
PENGE KOTAMANASSAR TEKNOLOGI SELA T PELAKSANA
M TEKNIS AN (PPTK)
a s /
w| BAL[TEANGU Ry,
] 1001 MIF. 157207161998031007
Makassar, 23082004
Bendahara Pengeluaran Yang
I
ST. NUR AISYAH. §,Km

NIP. 198003202014102001

Jumiah Uang Rp. 700.000,- |




NO. DAFTAR: (0227/505000000020000/2024
DAFTAR: PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF KEGIATAN BIMTEK
PENYUSUNAN PROFIL INOVASI I PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2024
Nomor [ Tanggal 8K - 2019 /188.4-ug /Tewurr 20 /TeL 05 Juu 20au
Kegiatan - 5.08.02.2 04 | Pengembangan Inovasi den Teknolog
Sub K . lﬁﬂHMJMMM.MMHﬂMWHMMMHMHM
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FHHI'HH 5 4 0202 01.0001 f Honorariom Narasumber 3isu Pembahes, Moderstor, Pembawa Acara, dan Panitis
Jumilah Jurmish Jurnish Total Sumisb
JABATAM / Jumiah PR PPR29
M, Hama | NPWP Honorariem Potongan | Honorrium ¥amg Ciierima | Tanda Tangan
PANGKAT o) Kegiatan ey (Rp. {15%) (5%) (Rp)
1 2 B | 4 5 & T 10 11 10 .
1 | DR MUHAMMAD ANRS AKBAR SF M 5 Mocnrats: TORSSO00 | w000 CT] TOD.O00.00 | 104600,00 SE8.500,00 [1
AL 364,504 1807500 M
Rekening : 13020100004355%1
JUMLAH Bon TOOO0O00 | 10500000 0,00 S35, 005,00 |

TERBHLANG: TUJUH RATUS RIBL RUPIAH
Makassar, 22 - O -2ty
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WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWES] SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2019/ 188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PROFIL INOVASI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASBI JENIS,
PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang - a bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan
Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jems,
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah vang bersifat Inovatf pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Dacrah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud pada hurul a, mika di pandang perlu
menetapkan  Keputusan  Wali  kota  Tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan
Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat
Inovatil pada Badan Penclitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 1] di Sulawes| (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4421);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Indonesin Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856];

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5601)
sebagnimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undiang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 wentang Cipta kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang
Inovasi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann  Kruangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor
1781);

8. Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan  susunan  perangkat daerah
[Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor
#) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
[Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor
8},




Menctapkan
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9. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Dacrah
Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

10, Peraturan Daerah Nomaor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi
Daerah (Berita Dacrah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 9);

11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makussar Tahun Anggaran 2024, {Berita
Dacrah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PROFIL INOVASI PADA SUB KEGIATAN
DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANCGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2024,

Membentuk Panitin Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis
Penyusunan Profil Inovasi pada Sub Kegiatan Diseminasi
Jenin, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah yang bersifat Inovati{ pada Badan Penelitan dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024 dengan susunan keanggotann sebagai berikut:

a. Pengarah :  Pj.Sckretaris Daerah Kot
Maknssar.

b. Ketun . Kepala Badan Penclhitian dan
Pengembangan Daerah Kota
Makassar.

¢. Koordinator - 1. Sekretaris  Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah
Kota Makassar,

2. Kepala Bidang Pengembangan
Inovasi dan Teknologi
Badan  Penelitian dan
Pengembangan Daerah  Kota
Makassar ;

3. Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan Pembangunan

Dacrah Badan Penelitian dan

Pengembangan Dacrah  Koti

Makassar,



KEDUA

4. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan
Dacrah Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota
Makassar.

d. Anggota . 1.28{dua puluh delapan) orang

PNS
2. 5{lima) orang Non ASN

¢. Narasumber - 3 (tiga) Orang Narasumber

(pejabat  eselon 11/52/yang
disctarakan).

F. Moderator = 1 (satu) Orang Moderator.

Tugas dan tanggung jawab Panitin peluksana sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU masing-masing sebagni
berikut:

a. Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab menerima

laporan  pelaksana  kegiatan  Bimbingan  Teknis
Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegatan
Diseminas Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang bersifat
Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

Ketua tugas dan tanggung jawab terhadap administrasi
Persuratan dan persiapan Penyeclenggaraan keguatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil pada sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat
Inovatil pada Badan Penclitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,
Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab
mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota
Kegiatun Bimbingan Teknis Penyusunan Profil [novasi
pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
bersifut  Inovatil pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar Tehun Anggaran
2024,

. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis

terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil
Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur
dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bersifat Inovatil pada Badun Penelition  dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan, ;

€. Narasumber bertugas dan bertanggung jawab
memberikan pemahaman melalui pemaparan materi
dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub
Kegiatan Diseminasi .Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah yang bersifat
Inovatil puda Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

L Moderator bertugas sebagai pengatur, pengarah
julannya suatu diskusi dan memandu proses Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub
Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggarann Pemerintahan Daerah yang bersifat
Inovatil pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan
honorarium  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:

&. Anggota ‘Rp300.000,00/0rang/ Kegiatan.
b. Narasumber ‘Rp1.000.000,00 /Orang/Jam / Kegiatan
c. Moderator Rp700.000,00/0rang/ Kegintan.

Segaln biaya yang timbul schubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen
Pelaksanann Anggaran (DPA] Badan Peneliion dan
Pengembangan Dacrah  Kota Makassar Tahun Anggaran
2024

Retentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan
Reputusan ini di atur dan diperianggungjawabkan lebih
lanjut oleh Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I. Ketun DPRD Kote Malosssar o Maka wear

NS

Inapekitur Dweruh Kota Mukasssr di Makansar,

Kepula BPKAD Kota Muksussr i Makossar,

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunen Daerih Kots Moksssar di Mabassar
Kepaln Badan Penelitien dan Peagernbangan Inovis Deorah Kots Makessar @i Makassar,
Kepals Bagian Hukum Setds Kot Makasssr di Mabusnar;

Maning musing yang bersanghiitan untol dikeipbai.




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
Nomor : 071003 fiac / Eep /W 302
TENTANG

(BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL INOVAS]I ANGKATAN 11 )
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : @ Bahwa dalam rangka kelancaran dan efeldtifitas pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegintan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatil (Bimbingan
Teknis Penvusunan Profil Inovasi Angkatan 11) Tahun 2024,
diperlukan adanya dukungan dan peran serta tenaga ahh
vang berkualitas dan berpengalaman di bidang ilmu terientu
sebagai narasumber dan moderator pada kegintan tersebut;

b. Bahwa schubungan dengan hal tersebut pada hurul o
tersebut dintas, maka perlu ditetapkan dengun Keputusan
Kepala Badan Penecliian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat [ di Sulawesi (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4421);

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pernturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54594);




6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana telah diubah terakhir dengan undang

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar S601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamacdya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangksjene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan

Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

10, Peraturan Pemerintah Nomer S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tshun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

12. Pernturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomar
03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan

Sistern [novasi Daernh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 484);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir
Pernturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangks Menengah
Daersh [RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);

15, Peraturan Daerah Kota Moakassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);




16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassdar Nomor
6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023;

17.Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Beritn Dacrah Kota Makassar
Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan di Makassar tanggal 29

Desember 2023,
18.Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor
, tanggal tentang Pembentukan

Panitia ‘r"nllluann Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil
Inovasi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKANTN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB
KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ; YANG
BERSIFAT INOVATIF (BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
PROFIL INOVASI ANGKATAN II) TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk  Narasumber dan Moderator pada Kegintan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi
Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengearaan Pemerintahan
Daerah yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Telmis Penyusunan Profil
Inovasi Angkatan 1) Tahun 2024 dengan scbagai berikut;

1. Masriani Mahyuddin, SE., M.Acc.m.AK [Narasumber)'
2. Tkrom Trianto,5.TP,M.Kes (Narasumber)

3. Dr. Ria Rezeki Sudarmin, SKM., M.Kes (Nurasumber)
4.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas menyampaikan mated dan memberikan saran serta
masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan [novasi
dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jemis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan i)
Tahun 2024.

Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugns memberikan arahan dan mengawasi jalannya pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub  Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatil (Bimbingan Teknis
Penyusunan Profil Inovasi Angkatan [I} Tahun 2024.

KETIGA : Kepada Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang beriaku, dengan perincian
sebagai berlkut:




Narasumber | sebesar Rp.1.000.000,-/Jam/Kegiatun (Satu
Juta Rupiah);

-  Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan {Satu
Juta Rupiah),

Narasumber 3 sebesar Rp. 1.000,000,-/Jam /Kegiatan (Satu
Juta Rupiah);

Moderator scbesar Rp. 700.000,- /Org/Kegiatan (Tujuh Ratus
Ribu Rupiah)

KEEMPAT -  Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanasan
Keputusan ini, dibebankan pada APBD Perubahan Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran
Satuan Kerjn Perangkat Daerah Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makoessar

KELIMA : Halhal vang belum diatur dalam keputusan i sepanjang
berkaitan dengan teknis pelaksanaannyva akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makassar.

tetapkan :Makassar
w - 13 Agustus 2024

1 ¥th,
I Inspokiur Kota Makossns di Maliasear |
2 Kepalo Badin Pengelola Keuasngan dan Asnrd Kints Makasanar di Makassar
A Masing-mashng yong bersagian |
4.  Pertinggsl.
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

Dar
Dasar

Kepada

SURAT PERINTAH
Nemor: OTD 03 ;Ihﬂfff'ﬂtl [aoay

Kepala Badan Penalitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

1. Peraturan Deerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belan@a Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor
6) Ditetapkan Tanggal 26 Desember 2023,

2 Peraturan Wah Kota Makassar Momor 83 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 84) Ditetapkan Tanggal 29 Desember 2023

Sehubungan dengan maksud lersebut di atas. maka dengan ini
MEMERINTAHKAN

Yang lersebut namanya di bawah ini
1. Dr. Muhammad Amri Akbar, 5P., M.SI

1. Sebaga Moderator Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub
Kegialan Diseminasl Jenis, Prosedur dan Melode Penyelenggaraan
Pemennatah Daerah Yang Bersifal inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan
Profil Inovasi Angkatan II) pada Badan Penelitian dan Pengembangan

Diaerah Kota Makassar Tahun 2024, tanggal 16 Agustus Tahun 2024,

2 Segala blaya yang Smbul sehubungan dengan Sural Perintah i

dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,
3. Surat Perintah ini mulal berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintzh ini dieeluaran untuk dilsksanakan dengan penuh rasa

tanggung [awab.




